




Perdamaian merupakan tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 
dihasilkan melalui kesepakatan antara pihak debitor dengan kreditor. Agar 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perdamaian yang telah disepakati harus 
dimintakan homologasi kepada pengadilan niaga. Pihak kreditor memiliki hak untuk 
mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitor telah lalai melaksanakan isi 
perdamaian, hal ini diatur dalam Pasal 291 Jo. Pasal 170 Undang-undang Nomor 37 
Tahun 2004. Seorang debitor yang terjerat perkara pidana sehingga menyebabkan 
dirinya ditahan tidak kehilangan hak keperdataannya, sehingga terhadap kewajiban 
Yana Suryana sebagai Direktur PT. Raka Media Swatama untuk membayar utang 
beserta denda yang telah ia sepakati dengan kreditornya Loddy Suryadinata, tidak 
hilang begitu saja. Selama pemenuhan isi perdamaian dilaksanakan dengan baik, 
ditahan atau tidaknya si debitor, perdamaian tidak dapat dibatalkan. Segala perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh Yana dalam tenggang waktu homologasi sampai 
pembatalan haruslah dianggap sah dan mempengaruhi pemberesan harta pada perkara 
pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian. 
Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Homologasi, Lalai, 
Pembatalan Perdamaian, Sah. 
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